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BAB V  

PENUTUP 

  Sebagai akhir dari penelitian ini maka di tarik kesimpulan dan 

memberikan saran yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik 

instansi terkait yaitu Perum Perhutani Sanggar Khususnya kesatuan pengelolaan 

hutan Resors Sanggar dan masyarakat tersebut 

5.1 Kesimpulan  

1. Pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Resot Sanggar dan kewenangan 

polisi hutan terhadap perlindungan hutan di perum perhutani kesatuan 

pengelolaan hutan Resort Sanggar berdasarkan Undang-Undang nomor 41 

Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang 

Perlindungan Hutan, Upaya-Upaya yang di lakukan polisi hutan dalam 

pengamanan hutan adalah mengadakan penenman kembali poohon2 

buah2han 

2. Upaya yang ditempuh oleh polisi hutan dengan mengadakan patroli dalam 

pelaksanaan perlindungan hutan di kesatuan pengelolaan hutan Resort 

Sanggar pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan secara represif 

yaitu dengan menindak para pelaku pelanggaran di bidang kehutanan 

dengan melakukan penyitaan barang bukti dan di angkut dan diproses di 

jalur hukum, 

3. Faktor-faktor yang saat ini masih di hadapi pemerintah dalam menjalankan 

tugasnya, kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya 

kelestarian hutan,  
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4. Penekan hukum di kecamatan Sanggar ditiap istansi-istansi harus 

memperkuat lagi agar tidak ada penambahan perambahan hutan lindung lagi 

di Kecamatan Sanggar 

5.2 Saran 

1. perlunya penambahan bidang penegakan hukum di kesatuan pengelolaan 

hutan Resort Sanggar agar bisa menerapkan peratura-peraturan hukum 

terhadap masyarakat disekitar hutan itu.  

2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas polisi 

hutan dalam pengamanan hutan, karena sarana dan prasarana yang ada saat 

ini kurang lengkap. 

3. Perlunya polisi hutan mengadakan patroli setiap hari atau setiap minggu  

agar tidak terjadi masalah perambahan dihutan akan menanambah lagi.  

4. Terhadap para pelaku-pelaku tindak pidana di bidang kehutanan yang telah 

melakukan pembabatan hutan harus di proses sesuai dengan peraturan 

hukum yang berlaku sehingga pelaku pembabatan tidak mengulangi lagi. 

5. Sistem pengamanan baik preemtif, preventif maupun represif perlu 

ditingkatkan daya kerjanya sehingga dapat mencapai hasil yang di 

inginkan. 
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